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Abstract 
This study aims to identify and analyze the Civil Resource Development State Apparatus 
Empowerment At the agency office and village authorities, through a qualitative descriptive 
approach on the basis of opinion (Armstrong, 2006: 535), comprising: Pendidika, Training and 
Development. Based on the research and discussion hasi concluded that: Education, Human 
Resource development in terms of education has not run optimally it is because civil servants sispil 
that exist in the community Empowerment Board office and village government, because 
terkendalan costs, in terms of leadership is very supportive. Training has been going up because 
training is conducted under the provisions in force and every employee is entitled to participate for 
the sake of self-development and needs of office and duties. Development, also has been running 
with a maximum stay of willingness iut employees only for education and training. The 
development has not been implemented to the fullest because many employees who have work 
ability, work performance and an adequate education can notaccommodated for positions. 
Keywords: Education, Training, and Development 
 
Kewenangan dalam menyelenggarakan 
pemerintahan, pengelolaan anggaran melalui 
perimbangan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah serta 
penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk 
penyelenggaraan kewenangan yang  dimiliki 
sudah tentu diperlukan pegawai yang memiliki 
kemampuan atau kompotensi yang memadai.  
Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang 
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
daerah. Karena begitu pentingnya peranan 
sumberdaya manusia dalam penyelenggaran 
pemerintahan dan pelayananan publik. Maka 
semestinya kemampuan dan kompetensi 
mutlak perlu dikembangkan melalui program 
dan kegiatan yang selaras dan seimbang 
dengan paradigm pembangunan. Namun 
demikian kenyataan yang ada bahwa dinamika 
perkembangan pembangunan di Negara kita 
dengan adanya Undang-undang Otonomi 
daerah masih menunjukan pelanggaran-
pelanggaran diantaranya terjadi 
penyimpangan-penyimpangan dari berbagai 
segi termasuk tanggungjawab terhadap aturan 
yang ada baik soal-soal keuangan, disiplin 
kerja, konsitensi kerja sehingga terjadi 
korupsi, kolusi, dan bahkan banyak ditemukan 
baik di Pusat maupun Propinsi, pegawai yang 
masa bodoh dalam melaksanakan tugas 
diantaranya pejabat-pejabat atau aparatur 
Negara yang terpidana karena pelanggaran 
hokum atau aturan tata tertib. 
Program peningkatan kapasitas Sumber 
Daya Manusia dilakukan dengan 
merestrukturisasi dan realokasi Aparat Sipil 
Negara sesuai dengan kompetensi yang 
dimiliki, menyempurnakan sistem rekruitmen 
Aparat Sipil Negara yang lebih transparan, 
objektif dan kompetitif, merumuskan 
kompetensi jabatan Aparat Sipil Negara, 
sistem penilaian kinerja pegawai, dan sistem 
pembangunan atau pengembangan kualitas 
karir pegawai. Menyempurnakan sistem 
pendidikan dan latihan, memperbaiki 
komposisi jumlah dan mutu pegawai, 
menyusun sistem penggajian yang adil dan 
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transparan, pemberian penghargaan dan sanksi 
serta memantapkan netralitas Aparat Sipil 
Negara. 
Permasalahan yang dihadapi di Propinsi 
Sulawesi Tengah masih rendahnya kapasitas 
Aparatur Daerah. Hal ini dapat ditunjukan 
dengan masih terbatasanya ketersediaan 
Aparatur Pemerintah Daerah baik dari segi 
profesionalitas dan terbatasnya kesejahtraan 
aparat Pemerintah Daerah. Serta tidak 
profesionalnya distribusi, menyebabkan 
tingkat pelayanan publik tidak optimal yang 
ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan. 
Tidak ada kepastian waktu, tidak transparan, 
dan kurang responsive terhadap permasalahan 
yang berkembang di Daerahnya. Selain itu, 
belum terbangunnya system dan regulasi yang 
memadai didalam perekrutan dan pola karier 
pegawai pemerintah daerah menyebabkan 
rendahnya Sumber Daya Manusia berkualitas 
menjadi aparatur pemerintah daerah. 
Dengan memperhatikan permasalahan 
Sumber Daya Manusia, maka akan dapat 
diketahui bahwa upaya yang perlu dilakukan 
adalah peningkatan karir dan profesionalitas 
para pegawai, oleh sebab itu pemerintah 
daerah mempunyai tanggungjawab untuk 
melakukan upaya-upaya terobosan yang lebih 
kongkrit dan komperhensif guna 
mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang 
sesuai dengan kebutuhan daerah,  menciptakan 
aparatur yang professional serta pelaksanaan 
pelayanan publik yang lebih efektif dan 
efesien. Selain itu tentu yang lebih penting 
adalah pelaksanaan program pengembangan 
Sumber Daya Aparat Sipil Negara yang lebih 
intensif dan berkesinambungan melalui 
peningkatan pendidikan formal aparatur, 
pelaksanaan pendidikan dan latihan, dan 
perbaikan fungsi manajemen Sumber Daya 
Aparat Sipil Negara. 
Sadar akan peranan dan kedudukan 
aparatur pemerintah daerah yang sangat 
strategis dan pemberian pelayanan publik, 
maka upaya pengembangan Sumber Daya 
Aparat Sipil Negara haruslah ditempatkan 
sebagai perioritas utama karena akan 
menentukan keberhasilan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
pelayanan publik. 
Sisi lain dari aspek kepegawaian adalah 
pembinaan karir yang sangat terbatas dan pola 
karir yang tidak jelas. Hal ini Nampak pada 
saat setelah diberlakukannya peraturan 
eselonering jabatan-jabatan struktural, 
pembinaan karir jabatan-jabatan struktural di 
lingkungan pemerintah daerah mengalami 
hambatan yang serius karena penentuan 
eselonering yang rendah (eselon tertinggi IIB). 
Nampak keinginan untuk memperluas otonomi 
daerah pada daerah kabupaten tidak sejalan 
dengan ketentuan eselonering ini. Keengganan 
para pegawai tertentu untuk ditempatkan di 
daerah dan pada suatu saat pegawai yang telah 
menduduki jabatan tertentu tidak dapat lagi 
mengembangkan karirnya karena batasan 
ketentuan eselonering, maka bila pegawai 
tersebut berprestasi terpaksa harus pindah 
kepemerintah daerah tingkat atasnya untuk 
pembinaan karir lebih lanjut. 
Dari sudut psikologi banyak pula hal 
yang menyebabkan rendahnya kinerja 
pemerintah daerah, seperti komitmen pegawai 
dalam melaksanakan pekerjaan, system nilai 
pegawai, perilaku pegawai dalam bekerja, 
serta motivasi pegawai. Banyak faktor yang 
mempengaruhi motivasi kinerja pemerintah 
daerah tersebut memberikan alas an bagi 
penulis untuk memberikan batasan dalam 
penelitian dengan hanya meneliti kualitas 
Sumber Daya Aparat Sipil Negara. 
Kenyataan menunjukan bahwa setiap 
pegawai dalam suatu organisasi tidak selalu 
bekerja dan mampu mencapai kinerja yang 
diharapkan. Ada kalanya terdapat kesenjangan 
kinerja atau mengalami kesulitan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kinerja. 
Dalam kaitan itu setiap pemimpin dihadapkan 
pada masalah bagaimana cara memperbaiki 
dan meningkatkan kinerja organisasi/unit kerja 
melalui pegawai yang dipimpinnya. Kalau 
setiap pemimpin bersama bawahannya mampu 
menampilkan kinerja yang baik sesuai dengan 
tugas masing-masing, maka kinerja organisasi 






akan tercapai. Pemimpin dan bawahan yang 
menjadi pelaku dalam organisasi merupakan 
kunci penentu keberhasilan untuk mencapai 
tujuan organisasi. 
Kualitas atau kemampuan Sumber Daya 
Aparat Sipil Negara sangat penting dalam 
memajukan dan mengembangkan suatu usaha 
atau organisasi. Sumber Daya Aparat Sipil 
negara adalah daya yang bersumber dari 
manusia sebagai tenaga atau kekuatan 
(energy). Daya yang bersumber dari manusia 
ini dapat pula disebuat tenaga atau kekuasaan 
yang melekat pada manusia itu sendiri, dalam 
arti memiliki kemampuan atau kompotensi. 
Keberadaan Sumber Daya Aparat Sipil 
Negara dirasa sangat penting dalam 
menyelesaikan semua urusan organisasi 
dipandang hal yang utama, terutama dalam 
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknonologi. Olehnya itu Sumber Daya 
Aparat Sipil Negara harus senantiasa 
dikembangkan agar kuliatasnya bias baik 
sesuai dengan bidang pekerjaan yang 
dilaksanakannya. 
Dari hasil pengamatan peneliti selama 
ini pada Kantor Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Parigi Moutong terdapat fenomena 
dimana aparatnya belum melaksanakan tugas 
dan fungsinya secara optimal dalam 
menyelesaikan pekerjaan disebabkan 
terbatasnya Sumber Daya Aparat Sipil Negara 
yang handal sehingga masih terdapat pegawai 
yang terlambat masuk kantor, pulang tidak 
tepat waktu, kemampuan melaksanakan tugas 
tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, 
gairah kerja turun, dalam hal ini kurang 
produktif, kurang kreatif dan kurang inovatif 
dan bahkan adanya pegawai yang kurang 





Dalam penelitian ini menggunakan 
metode Deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
menggambarkan kondisi Pengembangan 
Sumber Daya Manusia pada Kantor BPMPD. 
 Trace (1994:20) menkasifikasi wilayah 
aktivitas atau fokus dari pengembangan SDM 
sebagai berikut: 
Activity Area (Focus) Label 
Learning directed toward the present 
job of the leaner 
Training 
Learning directed toward a future 
identified job the leaner 
Education 
Learning that is not job –related Developmen 
Sumber: human Resources Managemen & Developmen 
Handbook 
 
Berdasarkan dari elemenatau aktifitas 
pengembangan sumber daya manusia di atas, 
adapat dikemukakan bahwa pengembangan 
sumber daya manusia secara umum adalah 
belajar (leaner) yaitu pembelajaran yang 
mengarah langsung pada pekerjaan individu 
tersebut. (training), pembelajaran yang 
mengarah langsung pada pekerjaan untukmasa 
depan indifidu tersebut (education) dan 
pembelajaran yang tidak berhubungan dengan 
pekerjaan (developmen) dan disipulkan bahwa 
pengembangan sumber daya manusia secara 
umum berupa pelatihan, pendidikan dan 
pengembangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Sebaik apapun pengembangan sumber 
Daya Manusia yang telah dibuat oleh seorang 
pegawai yang disertai oleh sasaranya, rencana 
tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpa 
adanya pengembangan Sumber Daya Manusia 
yang sistematis. Karena pengembangan 
Sumber daya manusia itu sendiri adalah 
keputusan yang diambil sekarang tentang hal-
hal yang kan dikerjakan dimasa depan, berarti 
sorang pegawai yang sudah menetapkan 
perencanaan kariernya, perlu mengambil 
langkah baik yang ditempuh dari pegawai itu 
sendiri maupun dari kantor tersebut. Dan disini 
perlu ditekankan bahwa meskipun bagian 
pengelolaan sumber daya aparatur dapat 
berperan dalam kegiatan pengembangan 
sumber daya manusia, akan tetapi 
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sesungguhnya yang paling bertanggungjawab 
adalah pegawai tersebut karena dialah yang 
paling berkepentingan  dan yang akan 
menikmati hasilnya.  
Ada banyak faktor yang memepengaruhi 
pengembangan Sumber Daya Manusia, 
misalnya lingkungan keluarga, lingkungan 
pergaulan, pendidikan, jenis kelamin, kawan 
kerja, usia dan pengalaman dalam organisasi. 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
tidak hanya tergantung dari usaha-usaha 
individual saja, karena hal itu tidak sesuai 
dengan prinsip suatu instansi. 
Untuk pengembangan Sumber Daya 
Manusia pada Kantor Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Parigi Moutong dilihat dari 3 (tiga) 
aspek antara lain: Pendidikan, Pengembangan 
dan Pelatihan.  
 
Pendidikan  
Sasaran pendidikan  adalah tersedianya 
Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas 
yang baik, guna memenuhi salah satu prasarat 
untuk meningkatkan kemampuan dan 
kapasitas yang nantinya juga menjadi prasarat 
dalam menduduki suatu jabatan. 
Kebijakan penunjukan ASN untuk 
mengikuti program pendidikan dan pelatihan 
pegawai, selain dikaitkan dengan kepentingan 
tugas, jabatan pada unit/satuan kerjanya, juga 
bagi pegawai yang melaksanakan tugas, 
jabatan pada suatu instansi. Juga untuk 
kepentingan pegawai itu sendiri dalam 
pengembangan dirinya sendiri karena akan 




Sama halnya dengan pengembangan 
Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, 
pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 
pelatihan juga sangat penting, karena  
kemampuan seorang pegawai dalam 
memperoleh pengetahuan kejuruan sesuai 
dengan jabatan, tugas pokok dan fungsinya 
sebagai aparatur pemerintah.  
Pengembangan 
Masyarakat masa depan adalah 
masyarakat yang didasarkan pada kemampuan 
dan bukan berdasarkan pada fasilitas dan 
kekuasaan. Kompetisi yang terjadi lebih 
banyak berlangsung pada tataran ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Hanya orang-
orang yang berkualitas saja yang mampu 
membaca pelung-peluang dalam perubahan 
lingkungan yang begitu cepat. Dengan 
demikian pengembangan dalam arti 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
pegawai mutlak dilaksanakan. 
Pentingnya pengembangan pegawai 
mengingat tuntutan pekerjaan dan jabatan 
sebagai akibat kemajuan teknologi dan 
ketatnya persaingan (hasibuan 1990). Menurut 
hasibuan pengembangan harus bertujuan 
meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 
konseptual dan moral  karyawan supaya 
prestasi kerjanya baik dan mencapaia hasil 
yang optimal. Upaya peningkatan kualitas ini 
dilakukan dalam bentuk pendidikan dan 
pelatihan . 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Pengembangan sumber daya manusia 
pada Kantor BPMPD, dapat disimpulkan 
bahwa belum sepenuhnya maksimal 
disebabkan beberapa hal, antara lain, 
Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan. 
Dan yang paling besar problemnya adalah 
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